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Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagal bentuk pel aksanaan
amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran
rakyat dan meningkatkan kontribuss BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi
ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan
status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan
metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan
yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui
bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam
penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah
dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat
pengel olaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kai dah-kaidah pengel olaan perusahaan yang
baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas |ex specialis derogate legi generali menyebabkan
adanyatransformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat mel akukan
campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan
dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN.

...... The concept of holding BUMN in Indonesiais a concept that is currently used as aform of
implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesiato realize the
prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of
economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differencesin the status of
State assetsin BUMN holdings. Thisresearch isincluded in normative legal research. The legal materials
used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materias
collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that
examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and
doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital
of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of
the laws and regulationsin force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number
17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from
State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of
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the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be
based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation
of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets,
so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take
action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities.



